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Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Teahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara (tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 ([Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55,
Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1956
[Lernbaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang
Undang Darurat Namor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomer 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat || Termasuk Kotaprgja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan, Sebagai Undang-
Undang [Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahen Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhblik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 téentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubshan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tabhun 2016 tentang Perangkat Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomaor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerash
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistern Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tenitang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerzh
Kabupaten Bengkulu Utara Nomer 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dagrah
Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

.
-

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan  dewan
perwakilan rakyat dacrah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyva
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bengkulu
Utara.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vyang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

Unit SKPD adalash bagian SKPD yang melaksanakan 1
[satu) atau beberapa Program.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daersh yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjeng
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya dissbut Perda adalah
peraturan daecrah kabupaten.

Dokumen  Pelaksanaan Anggaran Saman Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD
adalah dokumen vang memuat pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanija,
dan Pembiayaan SKPD yang melaksanaken fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah
dokumen yeng memuat perubahan pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.



13.

14,

13.

16.

17.

18,
19.

20.

21.

22.

23.

24,

=

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.

Orgenisasi adalah unsur pemerintahan Pemerintah
Daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan
SKPD.

Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan
1 {satu) atau beberapa Program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sckumpulan tindakan
pengershan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber days manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran
(outpuf] dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan
layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.

Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode
rekening.

Obyek adaldh digit keempat setelah jenis pada kode
rekening.

Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada
kode rekening.

Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian
Obyek pada kode rekening belanja.

Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian
obyek.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim vang bertugas menyiapkan
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dan melaksanakan kebijakan Kepala Daersh dalam
rangka penvusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sehagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunasn
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
vang dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
vang diben kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Xkapasitas
sebagai BUD,

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup
guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Surat Perintah Pencairan Dana vyang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai
dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Surat Penyedisan Dana yang selanjutnya disingkst SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran
atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
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disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atas
kejadian yang tidak normal vang tdak dapat
diperkirakan sebelumnya dan dapat mengganggu
kegiatan pemenntahan daerah dan  perlu  segera
ditangulangi, yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka
waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari tim/SKPD
yang menangani penanggulangan bencana.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman SKPD dalam melakukan pergeseran anggaran,
Tujuan disusunnya Peraturan Bupat ini adalah agar
pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan
tertib, efektil dan efisien, serta memenuhi ketentuan
perundang-undangan,

BAB I
RUANG LINGKUP, JENIS, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis dan kriteria pergeseran anggaran;

b.

cl

mekanisme dan tata cara pergeseran anggaran;

pergeseran  anggaran keadaan darurat dan  kondisi
tertentu; dan

. maonitoring dan pelaporan.



Bagian Kedua

Jenis

Pasal 4
Pergeseran anggaran terdiri atas:
a. pergeséran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD; dan
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD.

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 5
(1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
vaitu:
a. pergeseran antar organisasi;
b, pergescran antar unit organisasi;
€. pergescran antar program,
d. pergeseran aniar kegintan;
e. pergeseran antar sub kegiatan;
{. pergeseran antar kelompok; dan
£. pergeseran antar jenis.
(2) Pergeseran anggrran sebagaimana dimalksud pada ayat
(1) dilakukan melalui Persturan Daerah tentang
Perubahan APBD.

Pasal 6
(1) Pergeseran anggaran vang tidak menyebabkan
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b yaitu:
a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang
Sama;
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian
objek yang sama; dan
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d. perubshan atau pergeseran atas uraian dari sub
rincian objek.

Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukar sepanjang masih dalam sub kegiatan,
kelompok, jenis yang sama, dengan tidak merubah
sasaran atau target program, keluaran (oufpuf] sub
kegiatan dan nilai pagu jenis berkenaan sebagaimana
yang telah tertuang dalam DPA SKFPD.
Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan sepanjang masih dalam sub kegiatan,
kelompok, jenis, abjek yang sama, dengan tidak merubah
sasaran atau target program, keluaran (oufpuf] sub
kegiatan dan nilai pagu objek berkenaan sebagaimana
vang telah tertuang dalam DPA SKPD.

Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek

yang sama sehagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

dapat dilakukan sepanjeng masih dalam sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek vang sama, dengan
tidak merubah sasaran atau target program, keluaran

(oufpuf) sub kegiatan dan nilai pagu rincian objek

berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA

SKEPD.

Perubahan atau pergeseran atas uraian dan sub rincian

objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat

dilakukan dengan ketentuan:

a. masih dalam sub kegiatan, kelompok, jenis, ohiek,
rincian objek, sub rincian ohjek yang sama;

b. tidak mengubah nilai pagu sub rincian objek
berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam
DPA SKPD;,

c. tidak merubah sasaran atau target program, dan tidak
merubah keluaran (outpuf] sub kegiatan; dan

d. tidak mengubah dan/atau menambah lokasi baru
pada belanja barang atau jasa, belanja modal, belanja
pemeliharaan, belanja hibah dan belanja bantuan
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sosial, kecuali ditentukan lain berdasarkan hasil
pembahasan dan pertimbangan TAPD.

Pasal 7
Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan
atau penyesuaian standar biaya umum, standar satuan
harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja,
dan komponen lainnya, Kepala SKPD mengajukan usulan
komponen kepada Sekretanis Daersh selaku ketua TAPD
gesugi peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Pergeseran anggaran tdak dapat dilakukan dalam hal
anggaran belanja yang diusulkan pergeseran telah diajukan
SPP atau direalisasikan sebagai belanja atau telah terbit SP2D
dan terjadi pelampauan terhadap pagu yang diusulkan
pergeseran.

BAB IV
MEKANISME DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Mekanisme
Pasal 9
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dilakukan dengan mekanisme perubahan APBD

sesual peraturan perundeng-undangan.

Pasal 10

(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui perubahan DPA SKPD.

(2) Dalam hal pergeseran anggaran dilakukan sebelum
perubahan APBD dicantumkan dalam Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan APBD.

(3) Dalam hal pergeseran angparan dilakukan setelah
perubahan APBI dan/atau tidak dilakukan perubahan
APBD dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
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Pasal 11
Pergescran antar objek dalam jenis yang sama
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama
sehagaimana dimeksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
dilakukan atas persetujuan PPKD.
Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek
yvang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ dilakukan atas persetujuan PPKD.
Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian
objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf d dilakukan atas persetujuan PA.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 12
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Kepala SKPD selaku PA mengajukan usulan
pergeseran anggaran secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris
Dacrah selaku Ketua TAPD dengan [ormat
scbagaimana tercantum dalam Lampiran [ yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini, kecusali ditentukan lain olsh peraturan
perundang-undangan; dan
b. usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya dilampiri:
l. pertimbangan atau penjelasan dilakukannya
pergeseran anggaran yang mengalami perubahan
baik yang berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;

2. daftar kegiatan yang mengalami pergeseran
anggaran dengan [ormat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | angka 1 vang merupakan bagian
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tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini;

3. rancangan  perubahan DPA  SKPFD  yang
menggambarkan pergeseran anggaran antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiaten, antar
kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian,
antar sub rincian objek dengan formar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

4. rekapitulasi SP2D dan laporan realisasi
pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang
mengalami pergeseran dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
dan

5. surat pemystaan yang ditandatangani oleh
PA/KPA bahwa usulan pergeseran menjadi
tanggung jawab mutlak PA dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan  bagian tidak terpisshkan dari
Peraturan Bupati ini.

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan
TAPD untuk melakukan kajian atas usulan SKPD.

TAPD melakukan kajian atas usulan SKPD.

Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi bahan penyusunan peraturan bupati tentang
penjabaran perubahan APED.

Pasal 13

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 gvat (1) huruf 2, huruf b, dan huruf ¢ dilakukan

dengan ketentuan:

a. Kepala SKPD selaku PA mengajukan usulan
pergeseran anggaran secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris
Daerah  selaku Ketua TAPD dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
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merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan

Bupati ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan; dan

. usulan pergeseran mnggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufl a, sekurang-kurangnya dilampiri:

1. pertimbangan atau penjelasan dilakukannya
pergeseran anggaran yang mengalami perubahan
baik vang berupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat dan pergeseran anggaran;

2. daftar kegiatan yang mengalami pergeseran
anggaran antar objek dalam jenis yang sama, antar
rincian objek dalam objek yang sama, dan antar
sub rincian objek dalam rincian objek belanja
serta revisi atau perubahan redaksi pada uraian
rincian objek vyang sama dengan format
sebageimana tercantum delam Lampiran [ angka
2, Lampiran | angka 3, Lampiran | angka 4 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan  dan

3. rancangan  perubahan DPA SKPD yang
menggambarkan pergeseran anggaran antar objek,
antar rincian, antar sub rincian objek dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

4. rekapitulasi SP2D dan laporan  realisasi
pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang
mengalami pergeseran dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupsati ini;
dan

5. surat pernyalaan yang ditandatangani oleh
PA/KPA bahwa usulan pergeseran menjadi
tanggung jawab mutlak PA dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tdak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Sekretaris Daerah memerintahkan TAPD untuk
melakukan kajian atas usulan SKPD.

TAPD melakukan kajian atas usulan SKPD.

Hasil kajian TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan ke PPKD untuk menyiapkan penerbitan
sural pesgtujuan pergeseran anggaran.,

Seckretaris Daerah memberikan surat persetujuan
pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

PPKD memberikan surat persetujuan pergeseran
anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama
dan pergeéseran antar sub rincian objek dalam rincian
objek yang sama dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V angka 2 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat persetujuan pergeseran anggaran meniadi dasar
bagi SKPD untuk melakukan perubahan DPA SKPD.
PPKD menyusun rancangan surat pemberitahuan
kepada SKPD tentang pedoman penyusunan perubahan
DPA SKFD tahun anggaran berkenaan.

Sekretaris Daerah memberikan persetujuan pengesahan
perubahan DPA SKPD.

PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD.

Pasal 14

Pergeseran anggaran scbagsimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:

a. Kepala SHKPD selaku PA mengajukan usulan
pergeseran anggaran secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris
Daerah selalu  Ketua TAPD dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan; dan



(2)

(3)
(4)
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b. usulan pergeseran anggaran schagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf &, sekurang-kurangnya dilampini:

1.

pertimbangan  atau  penjelasan  dilakukannya
pergeseran anggaran yang mengalami perubahan
baik yang Dberupa penambahan dan/atau
pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
daftar kegiaten yang mengalami pergeseran
anggaran atau perubahan uraian dalam sub
rincian objek yang sama dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | angka
5 yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

rancangan perubahan DPA SKPD yang
menggambarkan pergeseran angegaran atau
perubahan uraian dalam sub rincian objek yang
sama dengan format scbagaimana tercantum
dalam Lampiran |l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Bupati inj;
rekapitulasi SP2D dan laporan  realisasi
pengeluaran per rincian objek pada kegiatan yang
mengalami  pergeseran  dengan  format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang

Peraturan Bupati ini; dan

surat pernyataan yang ditandatangsni oleh
PA/KPA bahwa usulan pergeseran menjadi
tanggung jawab mutlak PA dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

melakukan kajian atas usulan SKPD.

PPKD melakukan kajian atas usulan SKPD.

PPKD memberitahukan kepada SKPD pengusul bahwa
SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
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Bupati imi.

|5) Kepala SKPD pengusul selaku pengguna anggaran
menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

[6) surat persetujuan pergeseran anggeran menjadi dasar
bagi SKPD untuk melakukan perubahan DPA SKPD.

(7] PPKD menvusun rancangan surat pemberitahuan
kepada SKPD tentang pedoman penyusunan perubshan
DPA SKPD tahun anggaran berkenaan.

(8) Sckretaris Daerah memberikan persetujuan pengesahan
DPA SKPD.

(9) PPKD mengesahkan perubahan DPA SKPD.

Pasal 15
Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas usulan
pergeseran anggaran yang diajukannya dan perubahan
komponen dalam objek, rincian objek, sub rincian objek atau
uraian sub rincian objek berkenaan.

Pasal 16
Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA SKPD dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV
PERGESERAN ANGGARAN KEADAAN DARURAT DAN
KONDISI TERTENTU

Pasal 17
Dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu dapat dilakukan
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.

Pasal 18
(1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dapat berupa perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional atau daerah dan keperluan mendesak.
(2) Pergeseran anggaran karena keperluan mendesak



(3)

(1)

(2)

(3)
{4)
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schagaimana dimaksud pada pada ayat (1) mencakup:

a. kebutuhan dasrah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakal yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
vang bersifat wajib;

¢. pengeluaran daerah yang berada diluer kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

d. ketentuan dan/atau amanat peraturan perundang-

undangan yang diletapkan oleh pemenntah pusat
setelah penetapan APBD dan/atau perubahan APBD
serta harus dilakukan penyesuaian; dan
e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
meliputi bencana alam, bencana non-alam, kerusakan
sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Pasal 19
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 diusulkan kepada Bupati oleh Kepala SKPD
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan oleh TAPD.
TAPD melakukan kajian atas usulan SKPD,
Hasil kajian TAPD disampaikan kepada PPKD dan
selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk
mendapatkan persetujuan pergeseran arggaran sesual
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupsti ini.

Pasal 20

Persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (3} dilakukan dengan cara melakukan
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perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan
pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya ditarnpung
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila
pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau
tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB V
PERGESERAN ANGGARAN KAS SKPD

Pasal 21
Pergeseran anggaran kas dilakukan apabila terdapat kondisi
sebagai berikut:
a. ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah yang
tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas;
dan

b, perubahan jadwal pelaksanasn sub kegiatan,

Pasal 22
Pergeseran anggaran kas SKPD terdiri atas:
a. pergeseran anggaran kas akibat perubahan DPA SKPD;
dan
b. pergeseran anggaran kas yang tdak menyebabkan
perubahan DPA SKPD.

Pasal 23
(1) Pergeseran anggaran kas akibat perubahan DPA SKPD
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 22 huruf a mengikut
tahapan pergeseran anggaran,
(2) Pergeseran anggaran kas vang tidak menyebabkan
perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 hurufl b hanya boleh melakukan pergeséran pada
belanja yang belum diajukan SPP atau belum terhit SP2D
dengan tidak merubah pagu total SPD pada triwulan
bersangkutan.
Pasal 24
Pergeseran anggaren kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 hurul b dilakukan dengan ketentuan
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Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kas
secara tertulis yang ditujukan kepada PPKD selaku BUD
dengan memuat pertimbangan &tau  penjeiasan
dilakukannya pergeseran anggaran kas yang mengalami
perubahan sssusi format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

FPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD menghimpun,
menguji, dan memverifikasi anggaran kas SKPD yang
dinsulkan Kepala SKPD dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagan
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

dalam hal hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kuasa BUD
dinyatakan memenuhi ketentuan, maka PPKD selaku BUD
mengesahkan perubahan anggaran kas SKPD.

BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 25

SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan
monitoring ates pelaksanaan pergeseran anggaran.

Setiap pergeseran anggaran yang telah dilaksanakan
selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Bengkulu Utara
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelsh perubahan
DPA SKPD disahkan oleh PPKD dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bengkulu Utare Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pergesaran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten
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Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan
dinvatakan tidak beriaku.

Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 11 Okiober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

tidd
HARYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan Sesual Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdukab, Benghkulu Utara

oL—"

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV /<)
NIP. 196407051988031010




Nomor

Sifat

Lampiran :

Perihal

Te

S4n

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 3% TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

KOP SKPD
— = = - = - = = .
Tempat, tanggal............20..
Kepada Yth,
Bupati Bengkulu Utara
1 Penting Cg. Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD
¢ Usulan Pergeseran Anggaran di-
Dalam APBD Ta.20.. Tempat

Dalam memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran, dengan
hormat kami mengajukan usulan pergeseran anggaran “(antar
organisasi/antar unit organisasi/antar program/antar Img‘mnn}anmr
sub kegiatan/antar kelompok/antar jenis/antar objek dalam jenis
yang sama/antar rincian nhgek dalam objek vang sama/antar sub
rncian objek dalam rincian objek yang sama/perubahan atau
pergeseran atas uraian dari sub rincian objek) dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkuiu Utara Tahun
Anggaran 20.. dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

B ceverevinserises g OB

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya
Bapak dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami
ajukan. Bersama ini kami sampaikan rincian pergeseran
anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD
Nﬂmn lengkap

da Yth

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

2. Kepala Badan Pérencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

3. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara

*pilih salah satu
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 3% TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
[DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 20..

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja peranghkat daerah:

a, Namsa B a1 B e B
b. NIP !
¢. Jebatan

menyetujui untuk dilakukan pengesahien atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran
satuan kerja perangkst daersh Pemerintah Kabupsten Bengkulu Utara sebagai dasar

pelaksanasn pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 20...

Kode Nama Formulir

DPPA-SKFPD Ringkasan DPPA SKPD

DPPA-PENDAPATAN SKPD |Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Utara, Tanggal.............

Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPEL}
Nama Lengkap



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA FERANGEKAT DAERAH

(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGOARAN 20..
URUSAN PEMERINTAHAN: x
URUSAN ! XXX
ORGANISASI DOMOOCXUXC XN NNNY
Pengpuna Anggaran
a. Nama
- D WP F aeiisrevsvesiviersvsra e is s s s s s
- ¢, Jabatan § i vessssvEeeRY ety aaynaa ey sy ey daN et s sy et b ata
Kode Nama Formulir
DFPA-PENDAPATAN SKPD |Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD

DPPA-BELANJA SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD

DPPA-PEMBIAYAAN SKPD |Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Benghulu Utara, Tanggal.............
Disahkan oleh, Pengguna Anggaran
FPED
- Nama Lengkap Nama Lengkap

51 o L1+ T
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR %7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT REEKAPITULAS! SP2D
Kegiatan !
Sub Kegiatan :
No SP2D Ke
Nomor Tanggal Nilai (Rp) g
1. XX XX-XX-XX WL KXY Helanja Alat/Bahan Untuk
Kegintan Eantor-Alat Tulis
Kanitor, Belanja
Alat{Bahan Untuk
Keslatan Kantor-Kertan
dan Cover, dut
dst

Nama Lengkap
D, s cissnavisivnvess




FORMAT LAPORAN REALISASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBJEK

Sub Kegiatan :
. Rincian Objek Anggaran | Realisasi Saldo
N Kode Rek
] e o Belanja (Rpl (Rp) (Rpl
. | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alit/Bahan
Untuk
Kantor-Alat Tulis
Kantor
2 | 5.1.02.01.01.0025 | Belainja Alat/Hahan
Untuk Kegiatan
Kantor-Kertas  dan
Cover
Dt
Tempat, tanggal..
Kepala SKPD...
Selaku Puxggunn AW
N
WD s cnsiciinsasa
BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu U

NAI
Pembina Utama Muedsa (IV/c)
NIP. 196407051988031010




LAMFIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 202]
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGOARAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama - S idimrm pelar)
Jabatan L niisescebiitrTeeesss
Alamat T OO

Bahwa sesual dengan Bupati Bengkulu Utara Nomor..... Tahun 2021
tentang Pergeseran Anggaran, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai
SKPD pengusul pergeseran anggaran akan bertanggungjawab mutiak atas
usulan PErgeseran RNEEAran yang kam digjukan dan perubahan knmpunen
dalam objek, rincian objek, sub rincian objek atau uraian sub rincian objek
berkenaan.

Apabila dikemudian han diketahui terjadi penyimpangan sehingga
kemudian menimbulkan  kerugian Negara, maka kami bersedia
bertanggungiawab penuh atas kerugian tersebut serta bersedia meneérima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BENGKULU UTARA,
tid

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

Pembina Utama Muda (TV/c)
NIF. 196407051988031010



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

1. Format Persetujuan Pergeseran Anggaran Atas Perseiujuan Sekretaris
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BENGRULU UTARA

SERRETARIAT DAERAH

JL Jend. Sudirman No.01 Telp. (0737) 521018
ARGA MARMUR

............ e e
Kepada Yih,

Nomor C Sdr. Kepala SKPD

Sifat : penting di-

Lampiran : .... [.....) lembar Tempat

Perihal : Persetujuan Pergeseran

Angparan
Menanggapi surat Saudara Nomor: ... maka

memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran dﬂlﬂ.l‘ﬂ Pcraturnn
Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran
Anggaran dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) tanggal.........20.., dengan ini disampaikan persetujuan alas
pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dalam
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20..
sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan inl menjadi
dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuasi ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih,

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara

Nip

. Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)

. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten B-emg;lmlu Utara

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bengloulu Utara

Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara

0 R -

»



2. Format Surat Persctujuan Pergeseran Anggran Atas Persctujuan PPKD
Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Dalam Objek Yang
Sama/Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek Yang Sama

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

|nlan Jenderal Sudirman No.01 Telp/Fax. 0737-521072 Kode Pos 38611

ARGA MAKMUR
. . 20,

Kepada Yth,
Nomor : Sdr. Kepala SKPD
Sifat : penting di-
Lempiran : .... (.....) lembar Tempat
Perihal : Persetujuan Pergeseran

Angparan
Menanggapi surat Saudara Nomor: ........ , maka

memperhatikan ketentuan pergeseran angearan dalam Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergescran
Anggaran dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) tanggal.........20.,, dengan ini disampaikan persetujuan atas
pergeseran anggaran *antar rincian objek dalam objek yang sama
Jantar sub rincian objek dalam rincian objek vang sama dslam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan ini menjadi
dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama Lengkap

E

Bapak Bupati Bengkulu Utara {sebagai laporan)

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara [selaku ketua TAPD)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara

I 4y



lLampiran Surat
Nomor

Tanggal

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA

TAHUN ANGGARAN 20..
Kode Rekening | Kegiatan/Jenin/Objek/Rincian | Sebalum Sewstuh | Bertambah/
Objek/Sub Rinciun Objek Perubahan | Perubahan | (herkurang
Kegiutan
Perencanasn Pengangearin,
T.01.01.2.01 dan Evaluasi Kinetji
Peranghkat Daerah
Sub Kegintan Penyusunan
7.01.01.2.01.01 Delfumen Perencanann
Peranglnt Daerah
5.1.02 ﬁu Belanjo Barang dan NI OOE | MO -
5.1.02.01 Obick Belunjs Barang Tk www || Xoroe oo X0 XXX
S:1/02:01.01 Rincian Objek Belonja Pakal | -y povex | e o xxx
Bub Rincisn Objek Belania
5.1.02.01.01,0024% | Alat/Bahan Untuk Kegiatan XOOEXNE | XXX
Eantor-Alnt Tulis Kantor
Sub Rincian Olbick Belanjs
5.1.02.01.01.0025 | Alat/Bahan Untuk Kegintan LECLERR | XEEXEEX
Kantnr-Kertas dun Cover ' ey
Est...
Rincian Objek Belanjs Tak
5.1.02,01.02 Hiahis Pakal 20000 N0 OO -
Sull Rincian Objele Belanjo
5.1.02.01.02.004)3 | Komponen-Kamponen XI00CI00C | NI00EI00E
Peralatan
.[m—ii
5.1.02.02 Objek Belanje Jass TXoax | IXxraxx ioxx o)
Rincian Objelk Belanjn Jasa
5.1,02,02.01 § arisir NIRRT o ]
5.1.02.02.01.0071 %g:nhn Objek Belanja 00N XK KX, Do o)
D“+lr
Bengkulu Utam, 20..
Ditmctujul,
Bejcretaris Dnerah
Kabypai=n Bengkulu Utam
Mums

HIP....




3. Format Surat Persetujuan Perubahan atau Pergeseran Anggaran Atas
Persetujuan Pengguna Anggaran Pada Uraian Dari Sub Rincian Objek Yang

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

KOP SKPD
Kepada Yth,
Nomar - Sdr. Sekretanis Daerah
Sifat : Penting Kabupaten Bengkulu Utara
Lampiran : .. (......)lembar Up. FPKD
Perihal : Persetujuan Pergeseran di-
Anggaran Tempat

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggeren  dalam
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang
Pergeseran Anggaran, dengan ini disampaikan persetujuan
pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian cbjek yang sama
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengiculu Utara Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa Surat persemjuan ini menjadi
dasar penerbitan quhahauﬂﬁkumm?einhanmﬂnggnmn Satuan
Kerja Perangkat Dasmah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran,

Namasa Lenghap

Tembusan disampaikan kepads Yth,

1. Bupati Bengkulu Utara {sebagai laporan)

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (seiaku ketua TAPD)

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penclitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

4. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara



Lampiran Surat
Nomor

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab,. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utamz Muda (IV /c)

NIP. 196407051988031010

Tanggal
PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN/PERUBAHAN ATAS URAIAN SUB RINCIAN OBJEK
PADIA SEPD. ... KABUPATEN BENOKULU UTARA
TAHUN ANGOARAN 20..
. . Anggmren [(Rp|
ol M %uwﬁ% Oikiele Oek=tum Sei=lah | Bertambeh)
7.03.05.3.01 Hqiul:m:: ‘mew cluin
. Mk Petyrumurmayy  Doboupress
T 020101 " l". jat O !
9 Jesin Betlnrgs Barmegg dwe Jase Exwaaes | AoADoioo _
510008 Otk Balaril Barnng rerwoeer | XxExotEx L
51030001 Rincinn Ol Belunjs Paksd Haban oo ook b L. K.
B.1:.03.01.0).0004 :::lh“m Otjek -ATI.;:EH m&“‘“ sann ey Laxy s
RE T iarje  AluifHaim
Smsatonmes | o, S, S S R | | s
- HVS ¥4 70 Geam s £ xxs '
Berees NOH r oL rrs T rYy
n‘lt‘il.
R1.00.0100 Rinein Obelc Selimjs Tak Hatidn Pl ExTr ex P R
5 100,000 A000 l.'.uh Pinciun Olgel  Debanls  Kisuposos- T | e
L.
- W R rrdory Obyok Teinryn Jans TR X EXE-RAE .
B5.1.02.03.01 Fintian Obiell Selanje Jdass K L ETL IO EXEE XX
5 1.0240201.007] | Bul Rincie Objok Belanjn Lesibur 00 A0 00K
Dint...
Bengicihu Ulnre, .
Dasedwjud
Pengguns Aogzararn.
Mama
NWifa—
BUPAT!I BENCKULU UTARA,
ted
MIAN
Salinan Sesual Dengan Aslinya




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.01 Telp/Fax. 0737-521072 Kode Pos 38611

ARGA MAKMLUR
Kepada Yth,
Nomaor - Kepala SKPD (terlampir)
Sifat : Penting di-
Lampiran : ... ......) lembar Tempat
Perihal Pergeseran Anggaran

ol o

Memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran dalam
Peraturan Bupatt Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang
Pergeseran Anggardn dan  *hasil pembahasan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD)/hasil kajian PPKD tanggal ...... 20..,
dengan ini diberitahukan bahwa usulan Saudasra mengenai
pergeseran anggaran atas uraian dari sub nincian objek yang sama
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20.. dapat diproses. Selanjutnys
Saudera melakukan pembahasan awal dengan kelompok kerja TAPD
masing-masing sesuai pembidangan sebagai dasar penerbitan Surat
Persetujuan Pergeseran Anggaran dengan format surat persetujuan
terlampir.

Demikian disampaikan. Terima kasih,

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bengkuly Utara
Selalcu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tembusan disampaikan kepada Vth,
Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
Selaretaris Daerah Kabupaten Bengkubhu Utara [selaku ketua TAPD)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

o

Inspektur Kabupaten Bengkuly Utara



Lampiran Surat
Nomor

Tangenl :

DAFTAR SKPD YANG MELAKUKAN PERGESERAN
ANGGARAN ATAS URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK YANG SAMA
DALAM ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 20..

NO SKPD

NOMOR, PRIHAL, TANGGAL SURAT
USULAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

N
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Rabupaten Bengkulu Utara
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN




LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

SERRETARIAT DAERAH
JL Jend. Sudirman Neo.01 Telp. (0757) 521018
ARGAMAKEMUR

............ T« |2 7
Kepada Yth,

Nomor : Sdr. Kepala SKPD

Sifat : penting di-

Lampiran : .... [.....) lembar Tempat

Perihal : Persstujuan Pergeseran

Anggaran
Menangeapi surat Saudara Nomor: ............., maka

memperhatikan ketentuan pergeseran angearan dalam Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran
Anggaran dan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) tanggal........20.., dengan ini disampaikan persetujuan atas
pergescran anggaran “antar organisasi/antar unit organisasi/antar
program/antar kegiatan/antar sub kegiatan/antar kelompok/antar
jenis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20,. sebagaimana terlampir.

Selanjutnya disampaikan bahwa surat persetujuan ini menjadi
dasar penerbitan Perubahan Dokumen Pelaksansan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Dacrah sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

An. Bupati Benglkulu Utara
Sekretaris Daerah,

Nama Lengkap
NED,vveemrrerensnnns

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

3. Inspekiur Kabupaten Bengkulu Utara
*pilih salah satu



Lampiran Surat
Nomor :

Tanggal

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
*ANTAR ORGANISASI/ANTAR UNIT ORGANISASI/ANTAR PROGRAM/ANTAR
KEGIATAN/ANTAR SUB KEGIATAN/ANTAR KELOMPOK/ANTAR JENIS

NIF...

TAHUN ANGGARAN 20..
Program/ Kegiatan /Sub Anggaran (Rp)
NO | Kode Releening | Kegiatan/Jenis/Objek/Rincian | Sebelumn Setelnh | Bertambah/
Objek/Sub Rinclan Objek Perubmban | Perubahan | (berkurang)
Perencanaan Pengangearan,
1. | 7.01.01.2.01 dan Evaluasi Kinevia
Ferznglat Dacrah
Sub Kegiatan Penyusunan
7.01.01.2.01.01 Dokumen Perencanaan
: Daerah
5.1.02 m{ Belanja Barang dan IO OOK | XD OOK -
5.1.02.01 Obijek Belanjn Barung rExzxxy | xoaxxwuy XD EXE
5.1.02,01.01 “‘m‘ﬂmud l_ﬂbfﬁﬂﬂmﬁﬂﬁhi e 00X XX
Sub Rincian Ubjek Belanja
5.1.02.01.01.0024 | Alat /Bahan Untuk Kegiatan NIXOCIOK | XXX .
Kantor-Alat Tulis Kantor
Sub Rincian Objek Belanjs
5.1.02.01.01.0025 | Alat/Bahan Untuk Kegiatan LOOLERE | XO0LXRR
Kantor-Kertas dan Cover e
5.1.02.01.02 R:inu ]u:np ﬂl:ai_ﬂt Bnlmzm ak XXX | %.I000ERX -
Bub Rincian Objek Belanja
51.0L01.02.0003 | Komponen-Komponcn X000 3000 0K
Peralatan -
Dist...
5.1,02.02 Objek Belanja Jass EAEEEEX | EENXXXR L 3. 1]
Rincian Uhjek Belanjo Jusa
3.1.03.02,01
02 Hmtw | , EXDLEEX | IDDLEEX {700
5.1.02.02.01.0071 W Objek Belanja AKX L THX {oe_soex)
Bengleulu U, 24.,
Disetujui,
An Bupati Bengiulu Utsmn
Sekretaris Dierah,
Hams




Lampiran Surat
Nomor
Tanggal

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGOARAN

*ANTAR ORGANISASI/ANTAR UNIT ORGANISASI/ANTAR PROGRAM /ANTAR
KEGIATAN/ANTAR SUB KEGIATAN/ANTAR KELOMPOK/ANTAR JENIS

TAHUN ANGGARAN 20.,

ND) Knde Rekening

Program | Kegiaten (Suh
Regintan fJenin/Objek [Rincian
Olnek /Sub Rincan Objek

Anggarun [Rp)

Sebelium
Perubahan

Setelals
Penibahan

Bertambnh /
lerkurang)

L | 70101201

H -

Perencanaan, Penganggarmnn,
tlin Evalunsl Kireri
Preanghat Baerilh

7.01.01 20101

Sub Kegiatan Peryusanan
Dokumen Perenesnaen
gt Drerah

5.1.02

Tertin el [larmng dan
oJisa

5.1.02.01

Objek Helanjn Barang

3.1.0205.0

Rincian Objek Belargja Pakai
Hahis

X NEX LY

5.0.02.01.0L0024

Suly Rineinn Ohijek Beliinjo
Alnt /Bahan Untuk Kegiaten
Kantor-Alat Tulis Kaotor

E NN XNY

5.1.02.01.01.0005%

Sub Rincian Obick Belanja
Alat /Bighan Untuk Keglatan
Eantor-Hertns dity Cover

X, EXX.XXX

EEXX XXE

5.1.02.01.02

TATXAIE

EAXI EIX

5.1.02.01.02.0003

A ERX XHX

XN NN

5.1.02.02

Dbjnit Belaija Jassi

3.1.02.02.61

Rincwmn Objek Belarjn Jass
Kantor

X 3000 XX

XXX XXX

5.1.02.00.01,0071

Sub Rincian Objek Beianjs
Lemibiur

OO XN,

o )

DsL..

Bengkulo Utilfa,
Chteturgis,

20..

A Bupati Bangkull Unea
Selretaris Darral,

NIP....

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Benghkulu Utara

Pembyina Uwens Mada [IV /<]
NIP. 19640705198B031010

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN




Lampiran Surat

Nomor
Tanggal
PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN
ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..
/Sub Anggaran (Rp}
N Kode Rekening Kegiatan/Jenis /Objek/Rincien | seheluym Setelah Bertambah /
Objck/Sub Rincian Objek | perubahan | Perubahan | merairang)
Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran,
1. | 7.01.01.2.01 dan Evaluasi Kineijs
Perangknt Dacriah
7.01.01.2.01.01 Dokumen Perencanasn
Perangkat Daerah
5.1.02 Jenis Belanin Barang dan Jasa | xsomooo | xaoocoom -
5.1.02.01 Objelk Belanja Harang e ey | oo wwx N
Rincian Objek Belunjs Pakai
5.1.02.01.01 Haobis XIOOCIO0K W00 NHE T
Sub Rincian Objek Belanja
5.1.02.01.01.0024 | Alat/Bahan Untuk Kegistan ook | XIomKxx -
Enntor-Alat Tulis Enmor
Sub Rincian Objek Belanjn
5.1.2.01.01.0025 | Atat/Bahan Untik Kegiatan XXKHXXE | X XHNXHX X
Kantor-Eertan dan Cover
5.1.02.01.02 mll ? h‘*:k Belanja Tak EIOOCONE | Xm0 [ xax)
Bub Rincian Objek Belania
5.1.02.01.02.0003 | Komponen-Komponen ooy || xoomoo 2o o
Peralatan
Dat..
5.1.02.02 Objele Belanja Jasa AIOVEIOK | KIOOKKICE ~
5.1.02.02.01 ETI;“ Objek-Beinaja.tezs TRFAK | X IORIOR ;
5.1.02,02.01.0071 ﬂ'::b?:dm Otjck Belarys XK | 00K X -
Bengkulu Utars, 20..
Drisetmiui,
Eepala BEKAD
Eebipatrn Betigholu Ubnrs
Selnky PPRD

Bama
NIP....




Lampiran Surat
Nomor :

Tangsal

PERSETUJUAN RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20..

Hegistan/Sub Anggaran (Rp)

80 | Kode Rekening | Keglatan /Jenis/Objek/Rincian | ganaum | Soiclah | Bertambah/
Ohjck/Sub Rincian Objek | perubal iz joipe .
: d

I | 7oro1zm ‘;‘ﬂ‘wﬁw i

Dasruh '

Sub  Kegismmn = Penyununan

Dokumen Perencanann

Peranglat Dacrsh

5.1.62 Jenin Belanja Berang don Joss EIOOLENN | XIOTEIO00

70100200101

§.1.02.01 Objek Belunjn Barang Xooruex | XXKEXXK

5:1.02.01.01 m Qt&'k Belanja Pakal 3. 300 XX B e e

Sub Rincian Objck  Belanju
5.1.02,01.00.0024 | Alm/Bahan Untuk  Kegiatan aveEEy | xoomx=x i i)
Kantor-Alat Tulis Kantor

Sub  Rinclan Objck Belania
5.1.02.01.01.0025 | Alat/Bahan Untuk Kegatan X0 e R LK AL XX
Kentor-Kertsn don Cover

Det..

5.1.02.01.02 o, SNk Bolanje  Tak | @ omerex | x0mom

' Sub' Rincen Objek  Belanjs
5.1.02.01.02. 0003 K, K Peruliatnn OO ETR A IO0LTEN ;

Dimt....

a0 Objek Belangs Jasa LATEEES | LOCTXER

5.1.02.02.01 E::: Ohjek Bilanja Jusa e 2 XK XEX

5.1.02,02.01.0071 f::hu?'m Cogiek:  Datinre rxoLEsx | xoocex

Benghulu Utata, 20.,

Diserujud,
Kepalas BRAD
Knlrpaten Bengoili: Utars
Selaku FPED

Nama
NIF.. .-




LAMPIRAN VIIl : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT USULAN PERGESERAN RENCANA ANGGARAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KOP SKPD

- e = - L FEEFS B ES S

Nomor
Sifat

Kepada Yth,

Kepala Badan Keuangan dan
Penting Aset Daerah Rabupaten
s [venee) lembar Bengkulu Utara selaku PPKD
Usulan Pergeseran di-
Rencana Anggaran Kas Tempat
SKPD

Dalam memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkuluy Utara
Nomor ... Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran, dengan
hormat kami mengajukan usulan pergeseran rencana anggaran
kas dslam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 20.. dengan alasan dan
pertimbangan sebagai berikut:

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya
Bapak dapat menyetujui usulan pergeseran rencana anggaran
vang kami ajukan. Bersama ini kami sampaikan rincian
pergeseran rencana anggaran kas sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD

Nama lengkap
| 77« RPN

Tembusan disampaikan kepada Yth,

(AR

. Kepala
Daerah

- Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
. Sekretaris Dacrah kabupaten Bengkulu Utara

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Utera

4. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI! BENGKULU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 20..
PEMERINTAH KABUPATEN BENGRULU UTARA
SERRETARIAT DAERAH
J1. Jend. Sudirman No,01 Telp. (0737) 521018
ARGAMARMUR
Kepada Y
Nomor . Bupat Bértkuiu Utara
Sifat » Penting di-
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tempat
Pergeseran Anggaran Ta.20..
Sehubungan telah disahkan Perubahan DPA SKPD,

dengan ini kami sam n laporan pelaksanaan pergeseran anggaran
Tahun Anggaran 20.. yaiti:

—e DPASKPD Anggaran
s | |
> | |
dst | '
Benglkulu Utara, 20..
Sekretaris Daerah

Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku Ketua TAPD

Nama Lengkap

BUPATI BENOKULU UTARA,
tid
MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab, Bengkulu Utara

Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP. 196407051988031010



